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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Berdasarkan iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i7 iTahun i2017 

itentang iPemilihan iUmum ibahwa iPemilihan iumum i(Pemilu) idiselenggarakan ioleh 

ibadan ipenyelenggara ipemilihan iumum iyang ibebas idan imandiri, iterdiri idari iunsur 

ipartai ipolitik ipeserta ipemilihan iumum idan ipemerintah. iKomisi iPemilihan iUmum 

iadalah ilembaga inegara iyang imenyelenggarakan ipemilihan iumum i(Pemilu). 

iBerdasarkan iPasal i6 iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i7 iTahun i2017 

itentang iPemilihan iUmum ibahwa iKPU iterdiri iatas iKPU, iKPU iProvinsi idan iKPU 

iKabupaten/Kota. 

1. Visi iKPU iProvinsi iKalimantan iSelatan 

Terwujudnya iKomisi iPemilihan iUmum isebagai ipenyelenggara iPemilihan 

iUmum iyang imemiliki iintegritas, iprofesional, imandiri, itransparan idan iakuntabel, 

idemi iterciptanya idemokrasi iIndonesia iyang iberkualitas iberdasarkan iPancasila idan 

iUndang-Undang iDasar iNegara iKesatuan iRepublik iIndonesia iTahun i1945 idalam 

iwadah iNegara iKesatuan iRepublik iIndonesia.
1
 

2. Misi iKPU iProvinsi iKalimantan iSelatan 

a. Membangun ilembaga ipenyelenggara iPemilihan iUmum iyang imemiliki 

ikompetensi, ikredibilitas idan ikapabilitas idalam imenyelenggarakan 

iPemilihan iUmum; 

                                                           
1
Kantor iKPU iKota iBanjarmasin, i2021. 
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b. Menyelenggarakan iPemilihan iUmum iuntuk imemilih iAnggota iDewan 

iPerwakilan iRakyat, iDewan iPerwakilan iDaerah, iDewan iPerwakilan 

iRakyat iDaerah, iPresiden idan iWakil iPresiden iserta iKepala iDaerah idan 

iWakil iKepala iDaerah isecara ilangsung, iumum, ibebas, irahasia, ijujur, iadil, 

iakuntabel, iedukatif idan iberadab; 

c. Meningkatkan ikualitas ipenyelenggaraan iPemilihan iUmum iyang ibersih, 

iefisien idan iefektif; 

d. Melayani idan imemperlakukan isetiap ipeserta iPemilihan iUmum isecara 

iadil idan isetara, iserta imenegakkan iperaturan iPemilihan iUmum isecara 

ikonsisten isesuai idengan iperaturan iperundang-undangan iyang iberlaku; 

e. Meningkatkan ikesadaran ipolitik irakyat iuntuk iberpartisipasi iaktif idalam 

iPemilihan iUmum idemi iterwujudnya icita-cita imasyarakat iIndonesia 

iyang idemokratis. 

3. Prinsip ipenyelenggaraan iPemilu iKPU iProvinsi iKalimantan iSelatan 

KPU iProvinsi iKalimantan iSelatan idalam imenyelenggarakan iPemilu, ibebas 

idari ipengaruh ipihak imanapun iberkaitan idengan ipelaksanaan itugas idan 

iwewenangnya. iKarenanya, isebagai ipenyelenggara iPemilu itingkat iProvinsi 

iKalimantan iSelatan. iKPU iProvinsi iKalimantan iSelatan iberpedoman ipada iasas: 

a. Mandiri; 

b. Jujur; 

c. Adil; 

d. Kepastian ihukum; 

e. Tertib; 
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f. Kepentingan iumum; 

g. Keterbukaan; 

h. Proporsionalitas; 

i. Profesionalitas; 

j. Akuntabilitas; 

k. Efisiensi; idan 

l. Efektivitas.
2
 

  

                                                           
2
Ibid 
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STRUKTUR ORGANISASI 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

KETUA KPU 
DIVISI KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK 

RAHMIYATI WAHDAH, S.Pd 

ANGGOTA KPU 
DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN 

M. SYAFRUDDIN AKBAR, S.Ag 

ANGGOTA KPU 
DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN 

HERIWIJAYA, S.Pi, S.H., M.H. 

ANGGOTA KPU 
DIVISI PERENCANAAN DAN DATA 

H. KHAIRUNNIZAN, S.Sos. 

ANGGOTA KPU 
DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, 

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM 
M. TAUFIQURRAKHMAN, S.Sos. 



 
 

 
 

B. Penyajian Data 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung 

terhadap Ketua KPU Divisi Keuangan, Umum dan Logistik Kota Banjarmasin 

yaitu ibu Rahmiyati Wahdah, S.Pd, Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan 

Kota Banjarmasin yaitu bapak M. Syafruddin Akbar, S.Ag dan Ketua PPDI Kota 

Banjarmasin yaitu bapak Slamet Triadi dalam laporan hasil penelitian ini peneliti 

akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Uraian Hasil Wawancara 

a. Informan I 

1) Identitas Informan 

Nama 

Pendidikan 

Pekerjaan/Jabatan 

 

Alamat 

 

No. HP 

: 

: 

: 

 

: 

 

: 

Rahmiyati Wahdah, S.Pd. 

S-1 Pendidikan Matematika 

Ketua KPU Divisi Keuangan, Umum dan Logistik 

Kota Banjarmasin 

Jl. Jeruk Perut II No. 28 RT 65 RW 04 

Kecamatan Banjarmasin Utara  

085251662729 

2) Uraian 

Pemutahiran data pemilih secara menyeluruh melalui DK4 artinya dari 

Dirijgen, Menteri Dalam Negeri, KPU RI dan KPU Kota Banjarmasin dan kita 

sebagai KPU Kota Banjarmasin mengikuti aturan yang ada bukannya membuat 

kebijakan tetapi yang ada KPU Kota Banjarmasin yang menjalankan kebijakan 

karena KPU Kota Banjarmasin adalah hierarki jadi hierarki KPU Kota 

Banjarmasin ialah KPU RI.  Di dalam pemuktahiran data tersebut ada data hak 

pilih-memilih disabilitas dan di waktu tahun 2019 ada 5 kategori disabilitas yaitu 

tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita dan tuna daksa. Dan ada juga 

dalam pilkada tahun 2020 ada yang berbeda lagi yaitu sensorik dan motorik, tapi 

pada intinya adalah tuna netra, cacat fisik, dan cacat mental. Dalam hal ini KPU 



 
 

 
 

memandang upaya yamg pertama setiap warga negara yang memnuhi syarat, 

sebagai KPU siap melayani karena KPU gunanya untuk melayani warga negara. 

Dan hak untuk tuna netra menggunakan fasilitas yang berupa template braille 

yang sudah di sediakan, akan tetapi pada tahun 2019 ini template braille hanya 

digunakan pada waktu pemilihan DPD dan Presiden, sedangkan DPR RI. DPRD 

Provinsi, dan DPRD kota tidak menyediakan template braille tersebut karena 

anggaran dari kebijakan KPRI.  

Kita juga membuat formulir untuk pendamping tuna netra, dan semua 

disabilitas dalam melaksanakan Pemilu. Dan selanjutnya upaya KPU yaitu ramah 

disabilitas itu sendiri dan tidak saling membedakan semuanya setara. Selanjutnya 

kita mengupayakan bahwa setiap TPS lebih memperhatikan lagi kalau ada 

disabilitas. Dan KPU Kota Banjarmasin nanti kedepannya pada tahun 2024 nanti 

diharapkan pemilih disabiitas bisa diayomi dengan lebih baik lagi. Dan upaya 

KPU Kota Banjarmasin juga melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Pemilu 

kepada penyandang disabilitas. KPU Kota Bajarmasin juga ada melakukan 

kerjasama dengan Ketua PPDI yaitu bapak Slamet Triadi untuk informasi 

penyandang disabilitas, karena KPU Kota Banjarmasin tidak bisa melihat di tiap 

TPS dan sebagain penyandang disabilitas sulit terdata karena ada yang ditutup 

oleh keluarganya, ada yang pemalu, ada yang tidak mau datang dan walaupun 

begitu tetap kami fasilitasi demi kepentingan umum melalui ramah disabilitas itu 

sendiri dan untuk tuna netra kami menyediakan template huruf braille di tiap TPS 

agar mempermudah mereka dalam memilih.  

Kendala yang dihadapi dalam upaya memfasilitasi tuna netra pada Pemilu 

tahun 2019 yaitu adanya disabilitas itu sendiri akan tetapi di KTP nya dia tidak 

dinyatakan disabilitas karena basic kami dalam pemilih adalah KTP sebab kami 

tidak memandang melalui fisik namun data dari KTP dalam hal ini banyak 

disabilitas ada yang tidak dicantumkan bahwa dia disabilitas sedangkan di KTP 

disabilitas tuna netra ada menyatakan di KTP nya disabilitas. Serta terkait surat 

undangan atau pemberitahuan kami selalu mengundang disabilitas melalui 

sosialisasi tadi dan setiap semua warga negara berhak dilibatkan termasuk 

disabilitas melalui relawan demokrasi yaitu melibatkan disabilitas sendiri. Karena 

KPU kota Banjarmasin hal utamanya ialah melayani.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Rahmiyati Wahdah, Ketua KPU Divisi Keuangan, Umum dan Logistik Kota 

Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 08 Februari 2021, Pukul 10:00-11:00 Wita. 



 
 

 
 

b. Informan II 

1) Identitas Informan 

Nama 

Pendidikan 

Pekerjaan/Jabatan 

 

Alamat 

 

No. HP 

: 

: 

: 

 

: 

 

: 

M. Syafruddin Akbar, S.Ag 

S-1 Pendidikan Agama Islam 

Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan 

Kota Banjarmasin 

Jl. Kelayan A RT 19 RW 02 Kelayan Dalam 

Banjarmasin  

085251196150 

2) Uraian 

Pada Pemilu tahun 2019, pemenuhan fasilitas Pemilu untuk tuna netra ialah 

para penyandang disabilitas tuna netra tetap dimasukan dalam daftar pemilih di 

Pemilu dan mereka juga sudah berapa kali kami undang dalam rangka sosialisasi 

tentang pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan mereka bisa memenuhi kewajibannya 

sebagai pemilih pada Pemilu tahun 2019. Isi dari sosialisasi tersebut ialah (1) 

diharapkan penyandang disabilitas bisa hadir ke TPS (2) gunakan hak pilih sesuai 

hati dan keinginannya (3) tata cara memilih di TPS (4) waktu pencoblosan (5) 

kaum disabilitas dikhususkan nanti di TPS yang harus di utamakan (6) akses di 

TPS harus ramah terhadap disabilitas. Kemudian juga tuna netra ini biasanya 

perlu ada pendampng untuk pemenuhan haknya pada Pemilu. Mereka juga 

difasilitasi untuk memilih melalui surat suara atau template braille yang memang 

berbeda dengan orang normal lainnya yang mana tuna netra difasilatasi yaitu 

berupa huruf braille dengan meraba huruf yang telah disediakan oleh KPU. Jadi, 

mereka memang sudah terfasilitasi untuk pemilih tahun 2019. untuk data tuna 

netra sendiri ada di dinas sosial hal itu jadi rujukan kami agar mempermudah 

kedepannya nanti mendata bahwa di tiap TPS ada atau tidaknya disabilitas tuna 

netra untuk data pemilih tidak berakhir pada saat pemilu, atau pilkada saja akan 

tetapi ada lagi yang namanya data pemuktahiran berkelanjutan yang dilakukan 

oleh KPU Kota Banjarmasin karena itu patokan dan ajuan untuk data berikutnya 

pada Pemilu Tahun 2024 dan itu tiap tahun di update data pemutakhirannya 

pemilihnya termasuk tuna netra dan disabilitas lainnya. 

Kendala-kendalanya yang dihadapi dalam upaya pemenuhan fasilitas 

Pemilu untuk tuna netra adalah aturan KPU pada saat Pemilu tahun 2019. Tidak 

memperbolehkan mencoblos di rumah kecuali sakit yaitu Pasal 221 Peraturan 

KPU (PKPU) Pemungutan dan Penghitungan Suara Nomor 3 Tahun 2019, 



 
 

 
 

sehinnga banyak penyandang disabilitas yang masih tidak menyalurkan hak 

suaranya, karena akses jalan yang sulit.
4
 

 

c. Informan III 

1) Identitas Informan 

Nama 

Pendidikan 

Pekerjaan/Jabatan 

Alamat 

 

 

No. HP 

: 

: 

: 

: 

 

 

: 

Slamet Triadi 

- 

Ketua PPDI Kota Banjarmasin 

Jl. Simpang Belitung No.1 Kuin Selatan, 

Kecamatan Banjarmasin Barat, Kalimantan 

Selatan  

081348446979 

2) Uraian 

Pemilu tahun 2019-2020 kendalanya masih ada saja yang mana ditempat 

saya di Kecamatan Banjarmasin Barat ini masih ada yang kurang ramah 

disabilitas dimulai ada jalannya yang berlubang, bergot-got dan berbatu dan serta 

juga tidak adanya template. Padahal katanya ada tapi saat di TPS tidak ada dan 

disebagian TPS itu juga ada yang ada dan tidak ada template suaranya itu secara 

otomatis bagi yang tidak ada template suaranya itu bisa dikatakan bahwa bebas, 

rahasia, adil dan jujur tidak ada dalam pemilu 2019 dan pilkada 2020 padahal 

mereka udah bersumpah dan sedangkan kami tuna netra tidak bisa mencoblos 

dengan mandiri.  

Pada setiap sosialisasi tuna netra dan disabilitas lain dikumpulkan namun 

saat sosialisasi KPU Kota Banjarmasin tidak membahas fasilitas bagaimana 

templatenya dan menyediakan contohnya agar kami tuna netra bisa 

mempelajarinya dan tahu bahwa templatenya pada saat TPS seperti ini agar 

mempermudahkan kami yang namanya tuna netra susah melihat dan tidak semua 

tuna netra bisa membaca surat template huruf braille. Akan tetapi yang dibahas di 

dalam sosialisasinya mereka membahas tentang calegnya ini, visi-misinya begini, 

dan nomer urutnya begini tapi mereka (KPU Kota Banjarmasin ) tidak tahu apa 

yang kami (disabilitas tuna netra dll) inginkan dan rasakan padahal udah saya 

kasih saran namun merekanya langsung menyimpulkan agar disamakan dengan 

yang non-disabilitas. 

                                                           
4
M. Syafruddin Akbar, Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Kota Banjarmasin, 

Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 08 Februari 2021 Pukul 11:00-12:00 Wita 



 
 

 
 

Surat undangan pemilihan, para penyandang disabilitas ada yang tidak dapat 

dan juga template pemilihan gubernur katanya ada tapi saat di TPS tidak ada dan 

harus  menunggu dulu kalau Walikota ada. Dan yang paling fatal lagi pada saat 

Pemilu 2019 yang ada templatenya cuman satu aja yaitu presiden tapi untuk DPD, 

DPR-RI, DPR Provinsi dan DPRD tidak ada jadi kami bingung surat suara nya 

banyak dan panjang sedangkan template braille hurufnya tidak ada.
5
 

 

2. Matrik Hasil Penelitian 

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara 

ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai upaya pemenuhan fasilitas hak tuna 

netra dalam Pemilu 2019 serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan fasilitas 

hak tuna netra dalam Pemilu 2019 di Kota Banjarmasin sehingga mempermudah 

memahaminya, sebagai berikut: 

Matrik 

Upaya dan Kendala Pemenuhan Fasilitas Hak Tuna Netra  

dalam Pemilu 2019 di Kota Banjarmasin 

No Informan Upaya Kendala 

1 

Rahmiyati 

Wahdah, S.Pd. 

(Ketua KPU 

Divisi Keuangan, 

Umum dan 

Logistik Kota 

Banjarmasin) 

 Melakukan sosialisasi 

dan kerjasama dengan 

penyandang disabilitas. 

 Menyediakan template 

braille. Akan tetapi pada 

tahun 2019 ini template 

braille hanya digunakan 

pada waktu pemilihan 

DPD dan Presiden, 

sedangkan DPR RI. 

DPRD Provinsi, dan 

DPRD kota tidak 

menyediakan template 

braille tersebut karena 

anggaran dari kebijakan 

KPRI. 

 Membuat formulir untuk 

 Penyandang disabilitas 

dan keluarganya 

tertutup mengenai 

informasi data diri. 

 Data diri di KTP 

dinyatakan tidak 

disabilitas. 

                                                           
5
Slamet Triadi,  Ketua PPDI Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 01 

Maret 2021 Pukul 10.00-11.00 Wita. 



 
 

 
 

pendamping penyandang 

disabilitas termasuk tuna 

netra. 

2 

M. Syafruddin 

Akbar, S.Ag. 

(Anggota KPU 

Divisi Teknis 

Penyelenggaraan 

Kota 

Banjarmasin) 

 Memasukkan 

penyandang disabilitas 

tuna netra ke daftar 

pemilih di Pemilu 2019. 

 Melakukan sosialisasi. 

Yaitu: (1) mengharapkan 

penyandang disabilitas 

bisa berhadir di TPS (2) 

menggunakan hak pilih 

sesuai keinginan (3) tata 

cara pemilihan di TPS 

(4) waktu pencoblosan 

(5) kaum disabilitas 

nanti akan di khususkan 

dan (6) akses di TPS 

harus ramah terhadap 

disabilitas. 

 Menyediakan template 

braille. 

 Aturan KPU yang 

tidak memperbolehkan 

mencoblos di rumah 

kecuali sakit.  

3 

Slamet Triadi 

(Ketua PPDI Kota 

Banjarmasin) 

 Pemilu tahun 2019-2020 

masih ada yang kurang 

ramah bagi penyandang 

disabilitas, terutama tuna 

netra. 

 Masih kurangnya 

template braille bahkan 

ada yang tidak ada di 

TPS. 

 Sosialisasi yang 

diberikan tidak 

menjelaskan tentang 

bagaimana penyandang 

disabilitas menggunakan 

hak suaranya. 

 Pelaksanaan Pemilu 

2019 masih 

menyamakan disabilitas 

dan non-disabilitas. 

 

Sumber: diolah dari data primer, 2021. 

 

 



 
 

 
 

C. Analisis Data 

Berdasarkan ihasil ipenelitian iyang ipeneliti ilakukan idan itelah idiperoleh idata, 

imaka ianalisis idata iyang ipeneliti igunakan imenjadi ipokok ibahasan imenjawab 

irumusan imasalah iyang itelah iditetapkan isebagai iberikut: 

1. Upaya ipemenuhan ifasilitas ihak ituna inetra idalam iPemilu iTahun i2019 

idi iKota iBanjarmasin 

Negara iIndonesia iyaitu inegara iyang imenjunjung itinggi isuatu isistem 

idemokrasi iselalu imengupayakan ipelaksanaan ikekuasaan itertinggi iberada idi 

itangan irakyat. iPemilu imerupakan isalah isatu isistem ipolitik idemokrasi iyang 

ibertujuan iuntuk imengimplementasikan iprinsip-prinsip idemokrasi idengan icara 

imemilih iatauhak ipilih idalam imemilih iwakil irakyat iyang iduduk idi ilembaga 

iperwakilan, imembentuk ipemerintah, imenjalankan iperjuangan imengisi 

ikemerdekaan idan imenjaga iserta imempertahankan ikeutuhan iNegara iKesatuan 

iRepublik iIndonesia idengan imengikut isertakan irakyat idalam ikehidupan 

iketatanegaraan isebagaimana iyang idimaksud ioleh iPancasila idan iUndang-Undang 

iNegara iKesatuan iRepublik iIndonesia iTahun i1945. 

Untuk imeningkatkan ikualitas ipenyelenggaraan iPemilu iyang idapat 

imenjamin ipelaksanaan ihak ipolitik imasyarakat idibutuhkan ipenyelenggara 

ipemilihan iumum iyang iprofesional iserta imempunyai iintegritas, ikapabilitas, idan 

iakuntabilitas imaka iberdasarkan iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i7 

iTahun i2017 iTentang iPemilihan iUmum idiatur imengenai ipenyelenggaraan iPemilu. 

iPenyelenggaraan iPemilu iadalah ipelaksanaan itahapan iPemilu iyang idilaksanakan 

ioleh ipenyelenggara iPemilu iyaitu ioleh isuatu iKomisi iPemilihan iUmum i(KPU). 



 
 

 
 

iKPU iadalah ilembaga ipenyelenggara iPemilu iyang ibersifat inasional, itetap, idan 

imandiri. iBerdasarkan iPasal i6 iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i7 

iTahun i2017 itentang iPemilihan iUmum idijelaskan ibahwa iKPU, iKPU iProvinsi idan 

iKPU iKabupaten/Kota ibersifat ihierarkis. 

Secara iumum, itugas idan iwewenang iKPU iitu ibisa idipilah imenjadi ienam 

ikelompok, iyaitu: ipertama, imenyusun iperaturan ipelaksanaan, itata ikerja ilembaga, 

idan istandardisasi ilogistik; ikedua, imembuat iperencanaan idan ijadwal itahapan; 

iketiga, imelaksanakan itahapan-tahapan iPemilu; ikeempat, imenetapkan ihasil isetiap 

itahapan iPemilu; ikelima, imenangani ipelanggaran iperaturan iPemilu idan ikode ietik; 

ikeenam, imenindak ipetugas iPemilu iyang imelanggar iperaturan idan ikode ietik. 

Hak iAsasi iManusia i(HAM) iadalah ihak-hak iyang idimiliki isetiap imanusia 

idari isejak ilahir isebagai ianugrah iTuhan. iKhoirul iAnam imenjelaskan itentang iHAM 

iadalah isebagai ihak idasar iyang idimiliki idan imelekat ipada idiri isetiap imanusia 

isepanjang ihidupnya imerupakan isebuah ihak ipribadi idan ikodrat iyang idiberikan 

ioleh iSang iPencipta. 

Negara iKesatuan iRepublik iIndonesia imenjamin ikelangsungan ihidup isetiap 

iwarga inegara, itermasuk ipara ipenyandang idisabilitas iyang imempunyai ikedudukan 

ihukum idan imemiliki ihak iasasi imanusia iyang isama isebagai iwarga inegara 

iIndonesia idan isebagai ibagian iyang itidak iterpisahkan idari iwarga inegara idan 

imasyarakat iIndonesia imerupakan iamanah idan ikarunia iTuhan iYang iMaha iEsa, 

iuntuk ihidup imaju idan iberkembang isecara iadil idan ibermartabat. 

Berdasarkan ihukum iIslam idijelaskan ibahwa ipada idasarnya isemua imanusia 

isama itak iterkecuali ipenyandang idisabilitas, ikarena isemuanya iadalah ihamba 



 
 

 
 

iAllah. iHanya isatu ikriteria iyang idapat imembuat iseseorang ilebih itinggi iderajatnya 

idari iyang ilain, iyakni iketaqwaannya. iAllah iSWT iberfirman idalam iQ.S. iAl-

Hujurat/49: i13 iyang iberbunyi: 

ا  وبً عُ شُ مْ  اكُ نَ لْ عَ وَجَ ىٰ  ثَ  ْ ن وَأُ رٍ  ذكََ نْ  مِ مْ  اكُ نَ قْ لَ خَ نَّا  إِ سُ  نَّا ل ا ا  هَ ي ُّ أَ ا  يَ
وا  رَفُ ا عَ  َ ت لِ لَ  ئِ ا بَ  َ نَّ  ۚ  وَق مْ  إِ كُ رَمَ كْ دَ  أَ نْ لَّهِ  عِ ل مْ  ا اكُ قَ  ْ ت نَّ  ۚ   أَ لَّهَ  إِ ل مٌ  ا ي لِ يٌ  عَ بِ خَ  

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal”.  

 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa : 

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan 

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan 

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara 

lainnya berdasarkan kesamaan hak. 

 

Ragam ipenyandang idisabilitas imeliputi ipenyandang idisabilitas ifisik, 

ipenyandang idisabilitas iintelektual, ipenyandang idisabilitas imental, idan 

ipenyandang idisabilitas isensorik. iYang imeliputi: ibuta i(tuna inetra), ituli i(tunga 

irungu), ibisu i(tuna iwicara), icacat ifisik i(tuna idaksa), iketerbelakangan imental i(tuna 

igrahita), icacat ipengendalian idiri i(tuna ilaras) idan icacat ikombinasi i(tuna iganda). i 

Para ipenyandang idisabilitas iadalah isebagai ibagian idari iwarga inegara 

iIndonesia iberhak iterlibat iaktif idalam ikehidupan ipolitik. iBerdasarkan iPasal i13 

iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i8 iTahun i2016 iTentang iPenyandang 

iDisabilitas idisebutkan ibahwa ipenyandang idisabilitas imemiliki ihak ipolitik, 

isebagai iberikut: 



 
 

 
 

Hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak: 

a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik; 

b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; 

c. Memilih partai politik dan atau individu yang menjadi peserta dalam 

pemilihan umum; 

d. Membentuk, menjadi anggota dan atau pengurus organisasi masyarakat 

dan atau partai politik; 

e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas 

f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua 

tahap dan atau bagian penyelenggaraannya;  

g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan 

pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan 

kepala desa atau nama lain; 

h. Memperoleh pendidikan politik. 

 

Hak ibagi isetiap iwarga inegara ipenyandang idisabilitas iuntuk idapat imemilih 

idalam iPemilu, iuntuk isetiap iorang iyang imenyandang idisabilitas idan imerupakan 

iWarga iNegara iIndonesia iharus idiberikan iakses iyang isama idalam iproses ipolitik 

iuntuk imenunjukkan ikepada imasyarakat ibahwa ipenyandang idisabilitas imemiliki 

ihak iyang isama iuntuk idapat iberkontribusi idalam imasyarakat. iOleh ikarena iitu, ihak 

ipenyandang idisabilitas iuntuk imemilih idan idipilih iharus idijamin idan 

idiikutsertakan isecara iaktif idalam isetiap imomentum, idalam ikonteks iini iadalah 

iPemilu. iDalam ihal ihak imemilih, ipenyandang idisabilitas iwajib imendapatkan 

iakses iyang ibersahabat idengan imereka, iperangkat iPemilu iserta ipetugas iyang 

imemahami ikebutuhan-kebutuhan ikhusus ipenyandang idisabilitas. 

Konsep itentang ipersamaan ihak iantar isesama imanusia, imaka itidak iterdapat 

iperbedaan iterhadap ipenyandang idisabilitas, iakan itetapi idalam ipraktiknya 

ipenyandang idisabilitas isering isekali imenjadi ikelompok iyang itermarjinalkan, 

imendapatkan iperlakuan iyang itidak isemestinya idan iterhalang idalam iupaya 

ipemenuhan ifasilitas ihak ituna inetra idalam iPemilu ikarena iakses iyang idiberikan 

itidak ibersahabat idengan ipenyandang idisabilitas ituna inetra. 



 
 

 
 

M. iAfifuddin imendefinisikan iaksesibilitas iadalah isuatu ikondisi idimana 

isetiap iwarga inegara ibisa imenggunakan ihak ipolitiknya i(memilih, idipilih, idan 

idiangkat isebagai ipenyelenggara iPemilu) isecara ilangsung, iumum, ibebas, irahasia 

iserta imandiri itanpa ihambatan iapapun. iAdapun iberkaitan idengan ipenyandang 

idisabilitas, iaksesibilitas iadalah ifasilitas idan ipelayanan iyang ibisa imemudahkan 

imereka idalam imemberikan ihak ipolitiknya idalam iproses iPemilu. iDalam ihal ihak 

imemilih, ipenyandang idisabilitas iwajib imendapatkan iakses iyang ibersahabat 

idengan imereka, iperangkat iPemilu iserta ipetugas iyang imemahami ikebutuhan-

kebutuhan ikhusus ipenyandang idisabilitas. 

Data ipemilih imasyarakat ipenyandang idisabilitas i(disabilitas ifisik) itermasuk 

idisabilitas ituna inetra idi iKota iBanjarmasin ipada iPemilu itahun i2019 iadalah 

isebagai iberikut:   

Tabel 4.1 

Data Pemilih Masyarakat Penyandang Disabilitas (Disabilitas Fisik) Pada Pemilu 

Tahun 2019 di Kota Banjarmasin 

KECAMATAN/KELURAHAN 
DISABILITAS FISIK 

TOTAL 
L P 

Banjarmasin Barat 44 52 96 

- Basirih 2 1 3 

- Belitung Selatan  3 3 

- Belitung Utara 3 2 5 

- Kuin Cerucuk 19 18 37 

- Kuin Selatan 1 4 5 

- Pelambuan 12 15 27 

- Telaga Biru 1 3 4 

- Telawang 5 4 9 

- Teluk Tiram 1 2 3 

Banjarmasin Selatan 43 46 89 

- Basirih Selatan 2  2 

- Kelayan Barat 3 6 9 

- Kelayan Dalam 7 6 13 



 
 

 
 

- Kelayan Selatan 6 2 8 

- Kelayan Tengah 2 3 5 

- Kelayan Timur 5 12 17 

- Mantuil 1 1 2 

- Murung Raya 1 4 5 

- Pekauman 2 3 5 

- Pemurus Baru 1 2 3 

- Pemurus Dalam 10 5 15 

- Tanjung Pagar 3 2 5 

Banjarmasin Tengah 67 60 127 

- Antasan Besar  1 1 

- Gadang 6 4 10 

- Kelayan Luar 9 12 21 

- Kertak Baru Ilir  2 2 

- Kertak Baru Ulu 5  5 

- Mawar 18 18 36 

- Melayu 6 1 7 

- Pasar Lama 3  3 

- Pekapuran Laut 3 2 5 

- Seberang Masjid 1 2 3 

- Sungai Baru  1 1 

- Teluk Dalam 16 17 33 

Banjarmasin Timur 35 50 85 

- Banua Anyar 6 6 12 

- Karang Mekar 4 11 15 

- Kebun Bunga 3 6 9 

- Kuripan 10 11 21 

- Pekapuran Raya 2 1 3 

- Pemurus Luar    

- Pengambangan 2 4 6 

- Sungai Bilu  4 4 

- Sungai Lulut 8 7 15 

Banjarmasin Utara 42 40 82 

- Alalak Selatan 1 2 3 

- Alalak Tengah 1 1 2 

- Alalak Utara 5 8 13 

- Antasan Kecil Timur 2 1 5 

- Kuin Utara 5 2 7 

- Pangeran 5 6 11 

- Sungai Andai 8 5 13 

- Sungai Jingah 3 2 5 

- Sungai Miai 7 4 11 

- Surgi Mufti 3 9 12 

GRAND TOTAL 231 248 479 

Sumber: Kantor KPU Kota Banjarmasin, 2021. 



 
 

 
 

Berdasarkan ihasil ipenelitian, ibahwa iditemukan iupaya ipemenuhan ifasilitas 

ihak ituna inetra idalam iPemilu i2019 idi iKota iBanjarmasin ioleh iKPU iKota 

iBanjarmasin isebagai iberikut: 

Pertama, imendaftarkan ipenyandang idisabilitas ituna inetra ike idaftar ipemilih 

iPemilu i2019. iNamun, ipada ifakta ilapangan idaftar ipemilih itetap imasih imenjadi 

imasalah iyang isangat iserius idalam iPemilu i2019. iMasalah iini ibermuara ipada 

imasih ikarut-marutnya isumber idata iyang idijadikan idata iawal idalam ijumlah 

ipemilih. iBagi isebagian ipetugas iPemilu, ihak isuara ipenyandang idisabilitas imasih 

idiremehkan, ipenyandang idisabilitas imasih idikatagorikan isebagai iorang iyang 

itidak ipunya ihak iuntuk imemilih isehingga imereka itidak ididata isebagai ipemilih. 

iHak isuara idari ipenyandang idisabilitas idianggap iremeh ioleh imasyarakat ikarena 

iketerbatasan iyang imereka imiliki. iMasih ikurangnya itransparansi idata idari iKPU 

itentang ipenyandang idisabilitas iserta ijumlah idan iposisi ipenyandang idisabilitas 

ibanyak iyang itidak iterpetakan isehingga ibanyak ipemilih ipenyandang idisabilitas 

itidak iterdaftar idalam idaftar ipemilih itetap. 

Kedua, imenyediakan itemplate ibraille, iketersediaan ialat ibantu idisabilitas 

ituna inetra i(template ibraille). iAlat ibantu idisabilitas ituna inetra iini isangat ipenting 

igunanya iuntuk imenjamin idisabilitas inetra ibisa imenggunakan ihak ipilihnya isecara 

imandiri, itanpa ibantuan iorang ilain. iNamun, inyatanya ipada ipelaksanaan iPemilu 

itahun i2019 idi iKota iBanjarmasin ialat ibantu idisabilitas ituna inetra i(template 

ibraille) itidak itersedia idi ibeberapa iTPS, isehingga iterpaksa idibantu ioleh 

ipendamping idalam ihal imencoblos. iPadahal iPemilu iitu iharus idilaksanakan 

iberasaskan irahasia, iyang iartinya idalam imemberikan isuaranya, ipemilih idijamin 



 
 

 
 

ibahwa ipilihannya itidak iakan idiketahui ioleh ipihak imana ipun idan idengan ijalan iapa 

ipun. iDengan itidak iadanya ialat ibantu idisabilitas ituna inetra i(template ibraille) ipada 

isaat ipencoblosan iasas irahasia iPemilu ibagi ipenyandang idisabilitas ituna inetra itidak 

iterjalankan. 

Ketiga, imelakukan isosialisasi iyang ibekerjasama idengan iorganisasi 

ipenyandang idisabilitas iyaitu iPPDI isebagai iwadah ipenyaluran iinformasi ikepada 

ipenyandang idisabilitas idi iKota iBanjarmasin. iKPU imemiliki ikewajiban iuntuk 

imensosialisasikan ipenyelenggaraan iPemilu ikepada imasyarakat isesuai idengan 

iamanat iPasal i12 iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i7 iTahun i2017 

itentang iPemilihan iUmum itermasuk idi idalamnya ipenyandang idisabilitas. iPara 

ipenyandang idisabilitas imempunyai ihak iuntuk imendapatkan iinformasi itentang 

iPemilu, idengan iadanya isosialisasi idiharapkan ipara ipenyandang idisabilitas 

imendapatkan iinformasi imengenai iPemilu. iNamun ipada ifakta ilapangan, 

isosialisasi iyang idiberikan ioleh iKPU iKota iBanjarmasin itidak imembahas ifasilitas 

ibagaimana itemplate ibraille idan icontohnya iagar ipenyandang idisabilitas ituna inetra 

ibisa imempelajarinya idan imempermudah isaat ipencoblosan. iAkan itetapi iyang 

idibahas idalam isosialisasi itersebut iadalah imembahas itentang icaleg, ivisi-misinya 

idan inomer iurutnya. iDisini itelah ijelas ibahwa ipelayanan iyang idiberikan ioleh iKPU 

iKota iBanjarmasin imasih itidak ibersahabat idengan ipenyandang idisabilitas 

ikhususnya ipenyandang ituna inetra ikarena imenyamakan ipelayanan iantara 

ipenyandang idisabilitas idengan inon-disabilitas. i 

Keempat, imenyediakan ipendamping iuntuk imembantu ipenyandang 

idisabilitas. iPemilih idisabilitas iberhak imendapat ibantuan ipendamping iyang iakan 



 
 

 
 

imengarahkan iatau imemberi itahu itahapannya. iNamun, iberdasarkan ifakta ilapangan 

iditemukan ipendamping ipemilih ipenyandang idisabilitas iyang itidak 

imenandatangani isurat ipernyataan ipendamping i(formulir iModel iC3) iserta itidak 

imemahami ikebutuhan ipenyandang idisabilitas ituna inetra idalam iPemilu. 

Berdasarkan ipenjelasan idi iatas idapat idisimpulkan ibahwa ipemenuhan 

ifasilitas ihak ituna inetra idalam iPemilu itahun i2019 idi iKota iBanjarmasin ibelum 

imaksimal. iKarena imasih iterdapat idiskriminasi idalam ipemenuhan ifasilitas ihak 

ituna inetra idalam iPemilu itahun i2019. iTidak iadanya ikebutuhan-kebutuhan 

ipenunjang iseperti ialat ibantu ipencoblosan iyakni itemplate ibraille idan iakses ilainnya 

iseperti iinformasi idan ilayanan iPemilu iyang ibelum iramah iterhadap ipenyandang 

idisabilitas, ikarena imenyamakan ipemilih idisabilitas idengan inon-disabilitas idalam 

ihal ifasilitas. 

Kaum idisabilitas isering ikali imenjadi isorotan imasyarakat isebagai igolongan 

iminoritas iyang isering ikali idikucilkan iatau idiasingkan idan ijuga itidak 

imendapatkan iperhatian ipenuh idari imasyarakatnya isendiri. iHal iini itentu itidak 

isejalan idengan iajaran iagama iIslam. iAl-Qur’an iyang imenjadi irujukan iumat 

imuslim itelah imemberikan iperhatian ipenuh iterhadap ikaum idisabilitas, iyakni 

idengan itidak imembeda-bedakan iantara isatu idengan iyang ilainnya, ibaik iseseorang 

idalam ikeadaan icacat iatau isempurnanya, iyang idinilai iAllah iialah iketaqwaan idan 

ikeimanannya isaja. iAllah iSWT iberfirman idalam isurah iAl-Fath/48 i: i17 iyang 

iberbunyi: 

رَجٌ  حَ ضِ  ريِ مَ لْ ا ى  لَ عَ وَلََ  رَجٌ  حَ رَجِ  لَْْعْ ا ى  لَ عَ وَلََ  رَجٌ  حَ ىٰ  مَ لَْْعْ ا ى  لَ عَ سَ  يْ  ۚ  لَ
نْ  عِ  وَمَ طِ لَّهَ  يُ ل هُ  ا ولَ هُ  وَرَسُ لْ خِ دْ تٍ  يُ نَّا رِي جَ نْ  تََْ ا مِ هَ تِ رُ  تََْ ا هَ  ْ لَْْن نْ  ۚ   ا  وَمَ



 
 

 
 

ا مً ي لِ أَ ا  بً ا ذَ عَ هُ  بْ ذِّ عَ  ُ ي وَلَّ   َ ت  َ  ي

“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan 

atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barang siapa yang 

taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukannya ke 

dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa 

yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih”. 

 

2. Kendala terhadap pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu 

tahun 2019 di Kota Banjarmasin 

Pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu tahun 2019 di Kota 

Banjarmasin memang sudah dipenuhi oleh KPU Kota Banjarmasin. Namun, 

pemenuhan fasilitas tuna netra dalam Pemilu yang dijalankan masih kurang 

maksimal. Karena fasilitas yang diberikan masih belum ramah disabilitas. 

Terjadinya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kendala yang mempengaruhi 

pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin 

oleh KPU Kota Banjarmasin, sebagai berikut: 

a. Penyandang disabilitas tuna netra dan keluarganya tertutup mengenai 

informasi diri. Bagi sebagian penyandang disabilitas dan juga 

keluarganya ada yang masih malu pada saat ada pendataan tentang 

disabilitas, demikian juga keengganan mereka untuk hadir di TPS pada 

saat Pemilu. Dan berdasarkan analisis peneliti bahwa terjadinya kendala 

penyandang disabilitas tertutup mengenai informasi diri dan enggan 

pergi ke TPS itu karena Pemilu yang diselenggarakan KPU Kota 

Banjarmasin kurang berkualitas dan tidak dapat menjamin hak politik 

penyandang disabilitas terutama tuna netra karena dalam 

penyelenggaraan tidak menggunakan prinsip penyelenggaraan Pemilu 



 
 

 
 

yaitu tidak adil; dimana masih banyak penyandang disabilitas yang 

tidak terdaftar, TPS tidak menyediakan template braille, tidak 

profesional; dimana para anggota KPU ataupun petugas di TPS masih 

belum memahami dengan kebutuhan penyandang disabilitas tuna netra 

dan masih meremehkan hak suara penyandang disabilitas, tidak efektiv; 

dimana masih banyak penyandang disabilitas sebagai warga negara 

Indonesia yang tidak ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilu 

tahun 2019, upaya pemenuhan fasilitas ataupun pelayanan untuk 

penyandang disabilitas masih kurang maksimal masih banyak 

disabilitas tuna netra yang tidak memilih karena tidak mengetahui, tidak 

ada tempalte braille. 

b. Peraturan KPU yang tidak memperbolehkan mencoblos di rumah 

kecuali sakit. Pasal 221 Ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Pemungutan 

dan Penghitungan Suara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan 

dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi: 

Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat 

mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat 

melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut 

dengan persetujuan para saksi dan/atau Pengawas TPS dengan tetap 

mengutamakan kerahasiaan Pemilih. 

 

KPU Kota Banjrmasin membolehkan pemilih untuk mencoblos surat 

suara di rumah. Namun demikian, kebijakan ini hanya diberlakukan 

bagi pemilih yang sakit dan tak bisa keluar rumah. Bagi yang sehat 

meskipun termasuk katagori penyandang disabilitas tetap harus 

mencoblos di TPS, sehingga para penyandang disabilitas yang tidak 



 
 

 
 

sakit dan mampu berjalan harus keluar rumah dan melaksanakan 

Pemilu di TPS, agar hak politiknya tersalurkan. Untuk dapat menempuh 

prosedur ini, pihak pemilih harus menghubungi Petugas Kelompok 

Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan analisis peneliti bahwa 

jika perencanaan Pemilu yang dilakukan KPU Kota Banjarmasin 

maksimal, maka tidak ada kasus kekecewaan penyandang disabilitas 

dalam Pemilu tahun 2019. 


